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PEDOMAN WAWANCARA PEGAWAI DINAS KEHUTANAN 

KABUPATEN KONAWE 

 

1. Bagaimana proses pengambilan surat izin ? 

2. Apakah boleh pemodal/pemilik izin menebang di luar batas atau wilayah 

petak tebangan ? kalau tidak boleh apa sangsi yang diberikan ? 

3. Berapa biaya pengambilan surat izin ? 

4. Siapa saja biasanya yang membeli ? 

5. Apakah ada aparat yang berbuat curang ? 

6. Mengapa bisa terjadi penebangan liar ? 

7. Sejauh mana pengawasan dari pihak kehutanan terhadap penebang ? 

8. Bagaimana sekiranya ada dari aparat (polisi/tni) yang melakukan illegal 

loging ? 

9. Apakah sudah ada upaya dari dinas Kehutanan dalam rangka menanggulangi 

fakta Illegal Logging ? 

10. Bagaimana solusinya ? 

 

PEDOMAN WAWANCARA PEMODAL 

1. Bagaimana mekanisme pengambilan surat izin ? 

2. Berapa biaya pengambilan surat izin ? 

3. Apa yang anda lakukan setelah mempunyai surat izin ? 

4. Pernahkah anda melakukan penebangan tanpa surat izin ? 
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5. Apa yang anda lakukan jika seandainya hasil yang anda peroleh tidak sesuai 

harapan anda ? 

6. Apakah anda melakukan pengecekan terhadap lahan sebelum anda membeli 

surat izin ? 

7. Apakah ada pihak yang berwenang melakukan pengawasan ketika penbangan 

? 

 

PEDOMAN WAWANCARA PENEBANG 

1. Bagaimana prosedur penebangan ? 

2. Berapa lama anda dilokasi melakuakn penebangan ? 

3. Bagaimana proses penjualannya ? 

4. Kepada siapa anda menjualnya ? 

5. Berapa hasil yang anda peroleh setiap penjualan ? 

6. Mengapa anda memilih pekerjaan ini ? 

7. Apa solusinya ? 
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STRUKTUR ORGANISASI 

Struktur organisasi Pemerintahan Desa Rawua adalah sebagai berikut : 
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PROSES PEMUATAN KAYU KE TRUCK ATAU MOBIL  PENGANKUT KAYU 
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TRUCK PENGANGKUT KAYU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

86 
 

LOKASI PEMBIBITAN POHON UNTUK REBOISASI HUTAN 

DINAS KEHUTANAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAYU SITAAN DINAS KEHUTANAN 
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KAYU YANG AKAN DI BAWA KE LOKASI PEMUATAN 
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